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 Abstark- Penelitian ini berangkat dari permasalahan implementasi kebijakan sekolah 

gratis di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses 

pendidikan dan meringankan beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah, 

pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi 

kebijakan sekolah gratis, dengan fokus pada evaluasi implementasi kebijakan sekolah 

gratis di Kutai Kartanegara, dampak terhadap kualitas pendidikan, motivasi dan 

prestasi siswa, serta persepsi pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan populasi yang terdiri dari SMKN di Kabupaten Kutai 

Kartanegara, dan sampel diambil dari dua SMKN di bagian tengah, hulu, dan hilir. 

Metode analisis deskriptif dan konten analisis data dari hasil wawancara dan 

observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan ini telah berhasil dalam 

beberapa aspek, seperti peningkatan akses pendidikan, namun terdapat kendala serius 

yang menghalangi pencapaian hasil yang optimal. Hambatan ini termasuk masalah 

fasilitas yang belum memadai, keterbatasan sumber daya, serta pengelolaan dana 

yang kurang efektif. Temuan ini memperkaya literatur yang ada dengan 

menunjukkan bahwa perhatian yang lebih besar terhadap aspek teknis dan manajerial 

sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dari kebijakan sekolah 

gratis. 2) Adanya penurunan motivasi belajar pada sebagian siswa dari keluarga 

mampu, yang tampaknya disebabkan oleh persepsi bahwa pendidikan menjadi 

kurang bernilai ketika tidak ada biaya yang dikenakan. Hal ini menekankan perlunya 

penyesuaian dalam kebijakan untuk memastikan bahwa program sekolah gratis 

memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar 

belakang ekonomi mereka. 
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 Abstract-This research is based on the implementation of the free school policy in 

State Vocational High Schools (SMK) in Kutai Kartanegara Regency. Although this 

policy aims to improve access to education and ease the economic burden of low-

income families, its implementation faces a number of significant obstacles. The main 

objective of this study is to analyze the free school policy implementation process 

deeply, focussing on the evaluation of free school policy implementation in Kutai 

Kartanegara, the impact on education quality, student motivation and achievement, 

and stakeholders' perceptions. This study used qualitative methods with a population 

consisting of SMKN in Kutai Kartanegara Regency, and samples were taken from 

two SMKN in the middle, upstream, and downstream sections. Descriptive and 

content analysis methods analyzed data from interviews and observations. The 

results show that: 1) The policy has been successful in some aspects, such as 

improving access to education, but there are serious obstacles that hinder the 

achievement of optimal results. These include inadequate facilities, limited resources, 

and ineffective fund management. The findings enrich the existing literature by 

showing that greater attention to technical and managerial aspects is needed to 

achieve the long-term success of the free school policy. 2) There is a decrease in 

learning motivation among some students from well-off families, which seems to be 

due to the perception that education becomes less valuable when no fees are 

charged. This highlights the need for adjustments in the policy to ensure that the free 

school program provides balanced benefits to all students, regardless of their 

economic background. 

 
——————————      ——————————  

mailto:rahmanedi61@gmail.com
mailto:rahmat.salam@umj.ac.id
mailto:mukhlishin@ummat.ac.id


228  JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 12, No. 2, September 2024                                                 227-250 

  

PENDAHULUAN 

Tujuan akhir dari sistem pendidikan ini adalah untuk membina siswa menjadi individu yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan pada akhirnya menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam 

rangka mencapai fungsi dan tujuan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk mengawasi, membimbing, mendukung, dan memantau penyelenggaraan pendidikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-

prinsip yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Sabani & Lutfia, 2023). 

Promosi dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan, 

termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional. Implementasi dari gagasan-gagasan ini di lapangan sangatlah penting, 

karena peraturan tanpa tindakan yang sesuai tidak akan memiliki arti yang signifikan. Gagasan ini 

sejalan dengan pernyataan Herbert Spencer bahwa tujuan utama pendidikan tidak hanya sekedar 

memperoleh pengetahuan, tetapi juga melakukan tindakan. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pendidikan 

harus mencakup pengetahuan dan aplikasi praktis. Dampak dari kegiatan lapangan terhadap kualitas 

hasil tidak hanya ditentukan oleh program itu sendiri, tetapi juga oleh tindakan yang diambil di 

lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan reaksi dan dukungan yang baik dari berbagai 

pemangku kepentingan melalui upaya dan prosedur kolaboratif untuk mencapai tujuan pendidikan 

secara efektif, terutama di bawah kebijakan yang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia 

yang luar biasa. Untuk mencapai standar pendidikan yang tinggi, penting bagi pemerintah untuk 

memikul tanggung jawab dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program 

pendidikan termasuk pembebasan biaya sekolah (gratis) (Sukma & Jayadi, 2023). 

Implementasi kebijakan sekolah gratis, yang didanai oleh program BOS (Bantuan Operasional 

Sekolah), berfungsi sebagai pelengkap inisiatif wajib belajar yang diperkenalkan oleh pemerintah 

provinsi Jawa Barat. Keberlanjutan kebijakan ini setelah munculnya isu wajib belajar yang mengalami 

kemunduran karena kendala keuangan orang tua, terus menghadapi tantangan yang signifikan dalam 

mencapai implementasi penuh program Wajib Belajar 9 Tahun. Selain tingkat atrisi yang tinggi di setiap 

jenjang pendidikan, masalah rendahnya angka partisipasi juga menjadi tantangan berat yang belum ada 

solusinya. Rata-rata lama sekolah yang saat ini berada di angka 7,2 mengindikasikan bahwa masih ada 

jarak yang cukup jauh untuk mencapai target 9,0. 

Hambatan terhadap akses anak terhadap pendidikan sering kali berasal dari terbatasnya pemahaman 

masyarakat tentang perlunya menyekolahkan anak mereka, serta beban keuangan yang terkait dengan 

pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, Kebijakan Sekolah Gratis 

diimplementasikan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini 

mencakup komitmen politik dan komitmen manajerial. Dari perspektif politik, konsep pendidikan gratis 
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menyiratkan bahwa orang tua dibebaskan dari biaya pendidikan. Hal ini berlaku bagi orang tua yang 

anaknya bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta tanpa 

pengecualian. Namun, ketika mempertimbangkan perspektif manajemen, penting untuk dicatat bahwa 

istilah gratis tidak menyiratkan kebebasan mutlak. 

Kebijakan Sekolah Gratis adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mempengaruhi perspektif 

para pemangku kepentingan utama di bidang pendidikan dasar dan menengah pertama. Para pemangku 

kepentingan ini termasuk orang tua yang memiliki anak yang terdaftar di sekolah negeri dan swasta, 

serta pengelola sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri dan swasta. Program ini memiliki 

dampak langsung pada kedua pihak yang terlibat. Penerima manfaat dari program ini adalah orang tua 

yang memiliki anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri. Inisiatif ini 

meringankan beban keuangan yang terkait dengan penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak 

mereka di tingkat ini. Orang tua yang anaknya terdaftar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

swasta tidak mendapatkan manfaat langsung dari program ini. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan 

yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional menggarisbawahi kemungkinan untuk membebaskan 

anak-anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dari biaya operasional. Sebaliknya, 

biasanya diantisipasi bahwa siswa yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

swasta tidak akan dikenakan biaya yang berlebihan. Namun demikian, pemerintah daerah juga 

memberikan pengecualian bagi orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama swasta, sehingga meringankan beban biaya operasional. Program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), yang berasal dari pemerintah pusat, terutama berfungsi sebagai alokasi 

dana awal untuk pemerintah daerah dalam rangka memberikan dukungan keuangan untuk penyediaan 

pendidikan dasar gratis. 

Pendekatan model CIPPO (context, input, process, product, and outcomes) terhadap proses 

penerapan pendidikan gratis menjadikan lulusan sekolah SMKN dipandang unggul dalam kedisiplin, 

keuletan, kemampuan teori, kemampuan praktek, rasa percaya diri, ketelitian, kreativitas, dan 

kepemimpinan; serta kecepatan mendapat pekerjaan, jumlah lulusan yang bekerja, dan penghasilan 

lulusan yang memadai (Soenarto et al., 2017). 

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah telah 

digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran. Walaupun dari segi jumlah yang diterima 

tidak sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasa sangat terbantu dengan adanya pendidikan 

gratis. Adapun faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan program pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah, kerumitan dalam 

penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh singkatnya waktu penyusunan laporan 

pertanggungjawaban (Abubakar, 2017). 

Sejalan dengan hasil penelitian Dyah Puspitoningrum, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 

pendidikan gratis sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Warga sekolah khususnya siswa dan orang tua 
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siswa telah dapat menikmati manfaat dari kebijakan pendidikan gratis karena sangat membantu 

meringankan beban orang tua siswa dalam membiayai pendidikan anaknya. Namun demikian, masih 

terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan dan diatasi agar implementasi kebijakan 

pendidikan gratis dapat berjalan dengan optimal (Puspitoningrum, 2009). 

Selain itu, implementasi kebijakan sekolah gratis belum dapat diharapkan untuk meningkatkan 

kualitas sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Walaupun dalam implementasi 

terdapat capaian yang kurang memuaskan setidaknya teradpat 20% hingga 35% anggaran biaya 

operasional sekolah tidak terpenuhi. Selain itu, kebijakan sekolah gratis terbukti efektif dalam 

meningkatkan kuantitas siswa sekolah, data menunjukkan 49,28% siswa bertambah setelah 

diterapkannya kebijakan ini. Motivasi siswa dan orang tua untuk mendukung peningkatan kualitas 

pendidikan masih rendah, hanya 30% orang tua yang menunjukkan motivasi untuk berinvestasi di 

bidang pendidikan, selebihnya terpapar dampak sekolah gratis dengan mentalitas serba gratis dan 

menjadi peminta-minta (A. Rahman & Nasihin, 2020). 

Implementasi kebijakan merdeka belajar dan gratis menyatakan bahwa terdapat kendala yang 

sangat urgen salah satunya adalah belum sepenuhnya memahami esensi dari merdeka belajar sehingga 

belum dapat mengoptimalkan penguatan profil pelajar Pancasila. Diharapkan akan ada penelitian 

lanjutan yang langsung mengobservasi lapangan agar memperoleh informasi secara langsung untuk 

memberikan solusi alternatif pada kebijakan pemerintah terkait pendidikan pada tahap berikutnya 

terutama pendidikan gratis (Utami et al., 2022). 

Kebijakan sekolah gratis memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan dan kesehatan 

masyarakat. Kebijakan pendidikan tanpa biaya dapat menunda usia pernikahan dan tingkat kesuburan 

dengan menjaga populasi usia sekolah tetap terlibat dalam pendidikan (Bhuwania et al., 2023). Selain 

itu, kebijakan seperti Free Senior High School (FSHS) atau Sekolah Menengah Atas Gratis terbukti 

meningkatkan akses pendidikan, mengatasi masalah rendahnya tingkat transisi antara pendidikan 

menengah pertama dan menengah atas (Asante et al., 2022). 

Kebijakan sekolah bebas tembakau juga efektif dalam mengurangi paparan asap rokok, 

menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan mempengaruhi perilaku penggunaan tembakau (M. 

Rahman et al., 2015). Kebijakan ini terkait dengan penurunan paparan asap rokok di kalangan siswa 

(Azagba et al., 2015). Lebih lanjut, desentralisasi formulasi kebijakan seperti yang diamati pada sekolah 

gratis di Inggris, dipandang positif karena mempromosikan struktur negara yang terdesentralisasi dan 

pasca-birokratis, meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil, dan berpotensi memperbaiki hasil 

kebijakan (Williams, 2023). Selain itu, peran sekolah menengah swasta di daerah pedesaan dalam 

kebijakan pendidikan gratis telah dipelajari untuk memahami kontribusi mereka terhadap sistem 

pendidikan (Ogawa, 2021). 

Namun, implementasi kebijakan sekolah gratis menghadapi berbagai tantangan yang dapat 

menghambat keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah sentralisasi keputusan administratif 
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selama perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang menyebabkan kesenjangan dalam administrasi, 

fasilitas pendidikan, dan sumber daya (Asante et al., 2022). Kekurangan staf, keterampilan manajemen 

keuangan yang terbatas, resistensi dari orang tua, dan fasilitas fisik yang tidak memadai juga menjadi 

kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di sekolah dasar (Mr. et al., 2020). 

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah dalam proses implementasi, kesulitan 

dalam menyesuaikan pola pembelajaran, dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai dapat 

menghambat penerapan sistem pendidikan ganda (Ningsih & Santosa, 2020). Faktor-faktor seperti 

anggaran sekolah yang terbatas, jumlah guru, dan kepadatan aktivitas guru juga menjadi penghalang 

dalam penerapan kebijakan sekolah ramah anak (Rangkuti & Maksum, 2019). Penegakan kebijakan 

sekolah bebas tembakau sangat penting untuk memastikan efektivitasnya (Terry & Zhang, 2016). 

Kurangnya dukungan, seperti yang terlihat dalam tantangan yang dihadapi dalam penerapan perangkat 

lunak sumber terbuka di lingkungan pendidikan, juga dapat menghambat keberhasilan kebijakan 

(Thankachan & Moore, 2017). 

Untuk mengatasi kualitas pendidikan tertuma penilaian, evaluasi kurikulum, kualitas pengajaran, 

hasil belajar siswa, dan kesetaraan pendidikan di berbagai sekolah, menjadi urgent dalam pendidikan. 

Peran sekolah dalam mempertahankan ketidaksetaraan pendidikan merupakan faktor penting untuk 

diperhatikan (Schmidt et al., 2015). Status sosial ekonomi (SES) berperan signifikan dalam pencapaian 

siswa, namun bukan satu-satunya faktor, sehingga perlu menangani berbagai faktor yang mempengaruhi 

hasil pendidikan. Akuntabilitas di sekolah, khususnya akuntabilitas yang tinggi, dapat menantang atau 

memperkuat ketidaksetaraan (Diamond & Spillane, 2004). Sekolah dengan kinerja tinggi yang fokus 

pada peningkatan kinerja semua siswa, terlepas dari tingkat kelas atau mata pelajaran, dapat 

berkontribusi pada hasil pendidikan yang lebih adil. 

Dampak pengeluaran sekolah terhadap pencapaian pendidikan juga merupakan aspek penting untuk 

diperhatikan (Hyman, 2017). Reformasi pembiayaan pendidikan yang bertujuan mengurangi 

ketidaksetaraan dengan menyamakan pengeluaran di seluruh distrik sekolah berpotensi meningkatkan 

kesetaraan pendidikan. Kesetaraan pendidikan mencakup akses ke sekolah dan kualitas pendidikan yang 

diterima oleh siswa (Wang et al., 2021). Evaluasi kesetaraan dan paritas dalam sistem pendidikan sangat 

penting untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas mencapai semua siswa secara merata. 

Mencapai kesetaraan pendidikan memerlukan respons inovatif untuk mengatasi ketidaksetaraan 

sistemik dalam pendidikan publik (Hertzog, 2023). Implementasi inisiatif kesetaraan yang berdampak 

pada akses ke pembelajaran tingkat lanjut dapat membantu mengatasi disparitas dalam peluang 

pendidikan Kalimantan Timur, dengan luas wilayah yang signifikan dan beragam, menghadapi 

tantangan unik dalam sektor pendidikan. Di beberapa kabupaten, khususnya yang terletak di daerah 

terpencil, akses ke pendidikan yang memadai masih menjadi masalah utama. Sekolah-sekolah di daerah 

ini sering kali kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, buku pelajaran, dan alat 

bantu belajar lainnya. Kondisi geografis yang sulit juga mempersulit transportasi, sehingga siswa harus 
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menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus 

berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program, termasuk inisiatif sekolah gratis 

dan peningkatan anggaran pendidikan. 

Angka putus sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih tinggi menunjukkan bahwa 

problem ekonomi terus menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan akses pendidikan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, pada tahun 2020, lebih dari 9.000 anak di Kaltim 

tidak dapat melanjutkan pendidikan. Jenjang SMA menjadi yang paling terdampak dengan 3.087 anak 

putus sekolah, diikuti oleh jenjang SMP dengan 2.389 anak, SMK dengan 1.651 anak, dan SD dengan 

1.953 anak. Data ini mencerminkan masalah serius yang mengancam hak dasar anak-anak untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan. pada tahun 2020, temuan menunjukkan bahwa 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan untuk siswa sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama, rata-rata hanya mencapai 30% dari keseluruhan biaya operasional (Ramadhani & 

Hudayati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan dasar gratis tidak hanya 

bergantung pada ketersediaan dana dari BOS. Ada sumber-sumber lain yang memfasilitasi penyediaan 

pendidikan gratis. Salah satu aspek yang penting adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah. 

Sumber pendanaan lainnya adalah kontribusi dari orang tua murid. Pelaksanaan pendidikan dasar gratis 

tidak berarti tidak adanya pembayaran dari orang tua murid. Pembayaran yang disebutkan di atas 

bersifat sukarela, yang berarti bahwa pembayaran tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan antara 

orang tua dan lembaga pendidikan. 

Meskipun kebijakan sekolah gratis bertujuan mulia, pelaksanaannya sering kali menghadapi 

berbagai masalah, seperti kekurangan dana operasional, kualitas pendidikan yang tidak merata, dan 

kurangnya infrastruktur yang memadai. Identifikasi masalah spesifik dalam penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi sejauh mana kebijakan sekolah gratis telah diimplementasikan secara efektif di SMKN 

Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini penting karena hasilnya dapat memberikan gambaran nyata 

tentang keberhasilan program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Penelitian oleh Owens menyoroti segregasi pendapatan antara distrik sekolah sebagai faktor kunci 

yang menciptakan ketidaksetaraan dalam sumber daya ekonomi dan sosial yang tersedia bagi siswa 

yang diuntungkan dan dirugikan (Owens, 2017). Segregasi pendapatan ini menyebabkan disparitas 

dalam kualitas dan sumber daya sekolah, yang pada akhirnya memengaruhi pencapaian siswa. Selain 

itu, studi oleh Baker dan Mayer menekankan ketahanan ketimpangan pendanaan antar distrik dan 

dampak segregasi ekonomi pada hasil pendidikan (Baker & Welner, 2010; Mayer, 2002). Pendanaan 

sekolah lokal berdasarkan pendapatan rata-rata distrik dapat mempengaruhi kualitas dan pengeluaran 

sekolah, memperburuk disparitas antara distrik. 

Matheny menekankan peran segregasi sekolah dalam memusatkan siswa di sekolah dengan tingkat 

sumber daya yang bervariasi, yang mengarah pada peningkatan kesenjangan pencapaian (Matheny et al., 
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2023). Sependapat dengan hal itu, Owens mengatakan terdapat segregasi antar distrik dapat 

menghasilkan ketidaksetaraan sumber daya, yang selanjutnya berkontribusi pada pencapaian akademik 

yang tidak merata (Owens, 2017). Selain itu, keterbatasan dalam mengejar kesetaraan guru melalui 

regulasi departemen, menyoroti ketidaksetaraan sumber daya yang persisten antara distrik sekolah yang 

sangat tersegregasi (Baker & Weber, 2016). Hal ini menggarisbawahi perlunya menangani kesenjangan 

sumber daya yang lebih luas antara distrik untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan. 

Kesediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

sekolah gratis. Penelitian telah menunjukkan bahwa tantangan seperti dukungan material yang tidak 

memadai, sumber daya, pendanaan, dan waktu dapat menghambat penerapan perawatan berbasis bukti 

atau pedoman (Cochrane et al., 2007). Dalam konteks pengajaran yang berbeda, guru telah menekankan 

pentingnya waktu persiapan untuk penerapan yang efektif, yang menyoroti signifikansi ketersediaan 

sumber daya (Smale-Jacobse et al., 2019). Tantangan unik yang dihadapi oleh sekolah pedesaan, 

termasuk keterbatasan sumber daya dan pendanaan, dapat menghambat inisiatif seperti Intervensi dan 

Dukungan Perilaku Positif Seluruh Sekolah (SWPBIS)  (Gage et al., 2022). Persepsi guru tentang 

pengajaran yang berbeda telah menyoroti hambatan seperti kurangnya sumber daya, waktu, dukungan, 

pengetahuan, dan ukuran kelas yang dapat menghalangi pelaksanaan yang sukses (Shareefa et al., 2019). 

Selain itu, tantangan dalam menerapkan pengajaran yang berbeda di sekolah umum mencakup 

keterbatasan sumber daya, masalah perilaku siswa, dan kurangnya waktu untuk perencanaan dan 

pelaksanaan, yang menekankan dampak keterbatasan sumber daya pada praktik pendidikan (Gibbs, 

2022). 

Dalam konteks ini, terdapat problem utama mengenai pelaksanaan sekolah gratis, implementasi di 

tingkat sekolah, dan isu-isu tambahan mengenai jaminan kualitas proses pembelajaran dan kualitas 

lulusan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan sekolah gratis 

melalui analisis kerangka teori, strategi implementasi kebijakan, dan persepsi masyarakat. Inisiatif ini 

merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan konstitusional 

yang menjamin hak atas pendidikan bagi semua individu. Program khusus ini belum diimplementasikan 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) Negeri Kutai kartanegara, sehingga membuat penulis tertarik 

untuk malukan penelitian dalam tesis ini. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif 

dilakukan dalam konteks yang alami dan sesungguhnya, berbeda dengan kondisi laboratorium atau 

yang terkendali. Menurut Williams dalam Hardani dkk. (2020), penelitian kualitatif berfokus pada 

penelaahan fenomena sosial dan budaya dalam lingkungan yang berlangsung secara wajar dan alami. 

Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, 

mendalam, kredibel, dan signifikan. Tujuan utama dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk 

menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang terdapat 
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di masyarakat atau organisasi yang menjadi objek studi. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jangka waktu pelaksanaan 

selama enam bulan, mulai dari Februari hingga Juli 2024. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan 

pada adanya sejumlah permasalahan yang signifikan terkait dengan analisis implementasi kebijakan 

sekolah gratis.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis dan Permasalahannya 

Hasil penelitian ini berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan melalui wawancara 

dengan informan yang mengacu pada indikator implementasi kebijakan dari Grindle (1980). Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi 

koordinasi kebijakan sekolah gratis di SMKN Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh instansi terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kebijakan Sekolah gratis dalam implementasinya di lapangan dilihat dari permasalahan yang muncul di 

lokasi penelitian, dapat dilihat pada paparan berikut: 

Angka putus sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih tinggi menunjukkan bahwa 

problem ekonomi terus menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan akses pendidikan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, pada tahun 2020, lebih dari 9.000 anak di Kaltim 

tidak dapat melanjutkan pendidikan. Jenjang SMA menjadi yang paling terdampak dengan 3.087 anak 

putus sekolah, diikuti oleh jenjang SMP dengan 2.389 anak, SMK dengan 1.651 anak, dan SD dengan 

1.953 anak. Data ini mencerminkan masalah serius yang mengancam hak dasar anak-anak untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan. 

Loporan BPS ini menguatkan bahwa penyebab utama dari tingginya angka putus sekolah di Kaltim 

adalah masalah ekonomi, yang menjadi penghalang utama bagi banyak keluarga untuk mempertahankan 

anak-anak mereka di sekolah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses 

pendidikan, kenyataannya masih banyak anak yang terpaksa meninggalkan sekolah karena 

ketidakmampuan keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan 

yang lebih inklusif dan mendukung secara ekonomi diperlukan untuk mengurangi angka putus sekolah 

ini, dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu agar semua anak di Kaltim 

memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. 

Berkaitan dengan kebijakan sekolah gratis yang dilakukan melalui program Bantuan Operasional 

sekolah (BOS) untuk jenjang SMKN yang dihaksanakan oleh pemerintah Kutai Kartanegera, paling 

tidak terdapat dua persoalan mendasar dalam proses implementasinya yaitu kebijakannya sendiri dan 

lingkungan kebijakan. Dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa sekolah gratis tersebut 

merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka perluasan dan pemerataan 

pendidikan menengah kejuruan. Dalam hal ini pendekatan kebijakan adalah pendekatan dari atas (top 
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down policy) yang dimaksudkan untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan. Kebijakan sekolah 

gratis memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia yang telah 

memasuki usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang lawak. 

Kebijakan sekolah gratis merupakan kemauan politik pemerintah yang lebih banyak bersifat politis 

dan menempatkan sekolah gratis menjadi fokus sistem pendidikan Indonesia memberikan perhatian 

khusus pada pendidikan dasar gratis untuk semua anak. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas 

tenaga kerja Indonesia agar memiliki keunggulan kompetitif dan daya tawar yang tinggi dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu pendidkan menajdi peluang masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta meningkatkan kesadaran warga 

negara tentang hak memperoleh pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan 

kualitas hidup masyarakat dan bangsa. Kebijakan sekolah gratis ini menjadi fokus utama pemerintah 

pusat dalam bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

RI bekerja sama dengan kementrian lainnya. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan. Di tingkat provinsi, pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, yang semuanya bertindak sebagai perpanjangan tangan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di daerah masing-masing. Salah satu contohnya 

adalah SMKN Kutai Kartanegara, yang turut menghilangkan aspek bahasan dengan fokus pada 

penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan. 

Peraturan Daerah (Perda) No. 03 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pendidikan gratis bagi 

peserta didik di jenjang pendidikan wajib, yang dalam hal ini meliputi Wajib Belajar 12 Tahun. Pasal 18 

secara eksplisit melarang pemungutan biaya wajib dari orang tua atau wali peserta didik, yang sejalan 

dengan kebijakan sekolah gratis di SMKN Kutai Kartanegara. Namun, meskipun biaya wajib dilarang, 

Perda ini juga mengakui adanya peran serta sukarela dari orang tua/wali dalam bentuk sumbangan, 

bantuan tenaga, atau pemikiran, yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 62 ayat 1. Ini membuka 

ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung kebutuhan operasional sekolah, asalkan dilakukan 

secara sukarela dan transparan. Pada tataran implementatif kebijakan sekolah gratis tidak adanya model 

kesimbangan antara kebutuhan finansial sekolah dan aturan yang melarang pungutan wajib. Sekolah 

perlu lebih hati dalam setiap sumbangan yang diterima benar-benar bersifat sukarela dan tidak ada 

tekanan atau kewajiban bagi orang tua/wali untuk menyumbang. Selain itu, pengelolaan dana dari 

sumbangan tersebut harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat Pasal 62 

ayat 5. 

Untuk mengatasi potensi masalah, SMKN Kutai Kartanegara dapat memperkuat peran Komite 

Sekolah dalam menyalurkan dan mengawasi dana partisipasi masyarakat, seperti yang diatur dalam 
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Pasal 18 ayat 4. Pengawasan dan pelaporan yang transparan kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat 

juga akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan sekolah gratis. Dengan 

adanya Perda ini, implementasi kebijakan sekolah gratis di SMKN Kutai Kartanegara diharuskan 

pengelolaan biaya diharuskan transparan penuh integritas. 

  Pasal 61 juga tegas menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan biaya operasional kepada sekolah-sekolah di semua jenjang pendidikan. Dalam konteks 

SMKN Kutai Kartanegara, ini berarti bahwa sekolah ini menerima bantuan operasional dari pemerintah 

kabupaten/kota dan provinsi, yang mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah gratis. Selain itu, pada 

Pasal 61 ayat 7-9 menegaskan bahwa sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang 

memungut biaya dari orang tua/wali peserta didik. Ini sejalan dengan prinsip kebijakan sekolah gratis di 

SMKN Kutai Kartanegara, di mana peserta didik tidak dibebani biaya wajib untuk pendidikan mereka. 

Pengelolaan dana operasional yang diterima oleh sekolah harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, 

yang mencakup transparansi dan akuntabilita agar dana sekolah tersebut digunakan secara efektif untuk 

mendukung operasional sekolah tanpa membebani orang tua/wali. 

Distribusi Siswa dan Guru 

Jumlah siswa SMKN tahun 2023 mencapai 14.460 orang. Di Kutai Kartanegara, terdapat beberapa 

SMK dengan jumlah guru dan siswa yang bervariasi. Misalnya, SMK Negeri 2 Tenggarong memiliki 72 

guru dan 1.170 siswa, sementara SMK Negeri 1 Loa Janan memiliki 21 guru dan 95 siswa. SMK Negeri 

1 Muara Badak memiliki 22 guru yang mengajar 339 siswa, dan SMK Negeri 1 Marangkayu memiliki 

25 guru yang mengajar 317 siswa. Di Sebulu, SMK Negeri 1 memiliki 22 guru untuk 375 siswa, dan 

SMK Negeri 2 memiliki 23 guru untuk 373 siswa. Total keseluruhan guru di sekolah-sekolah tersebut 

adalah 185 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 2.669 orang. Kepala sekolah umumnya berpendidikan 

S2, sedangkan sebagian besar guru memiliki kualifikasi S1. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam 

tabel: 

Tabel. 1 

Jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan Sekolah  

Nama Sekolah 
Kepala 

Sekolah 
Guru Siswa 

Orang 

Tua 

Total 

Informan 

SMK Negeri 2 Tenggarong 1 1 3 2 7 

SMK Negeri 1 Loa Janan 1 1 3 2 7 

SMK Negeri 1 Muara Badak 1 1 3 2 7 

SMK Negeri 1 Marangkayu 1 1 3 2 7 

SMK Negeri 1 Sebulu 1 1 3 2 7 

SMK Negeri 2 Sebulu 1 1 3 2 7 

Total 6 6 18 12 42 

Sumber: data diolah, 2023 

Pengambilan sampel untuk mengisi angket dilakukan secara purposif dan mendadak, atas 

rekomendasi kepala sekolah yang bersangkutan. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan 

wawancara. Untuk informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diwakili oleh staf yang terlibat 

dalam keanggotaan program BOS. Pengumpulan data dari mereka diperoleh melalui wawancara dan 
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penyebaran angket. Mengenai status pendidikan informan dan responden (orang tua siswa), bervariasi 

mulai dari lulusan SMP hingga perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 2 

Status Pendidikan Informan 

Nama Sekolah 

Pendidikan  

Kepala  

Sekolah 
Guru Komite Sekolah 

Orang  

Tua 

SMK Negeri 2 Tenggarong S2 S1 S1 beragam 

SMK Negeri 1 Loa Janan S2 S1 S1 beragam 

SMK Negeri 1 Muara Badak S2 S1 S1 beragam 

SMK Negeri 1 Marangkayu S2 S1 S1 beragam 

SMK Negeri 1 Sebulu S2 S1 S1 beragam 

SMK Negeri 2 Sebulu S2 S1 S1 beragam 

               Sumber: profil Sekolah tahun 2023 

Masing-masing sekolah memiliki pengurusan komite sekolah yang terdiri dari ketua, bendahara, 

sekretaris, dan anggota. Para komite sekolah bekerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua siswa 

untuk memikirkan langkah-langkah strategis yang harus dipenuhi guna meningkatkan mutu layanan 

pendidikan di sekolah. Kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar komite sekolah dengan pihak 

sekolah sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komite sekolah berperan aktif dalam menggalang 

dana tambahan, mengatur kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi orang tua, serta mendengarkan 

masukan para orang tua dalam pengambilan keputusan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1  

Alur Pendistribusian Bantuan Sekolah Gratis 

Sumber: Data sekolah, 2023 

 

Gambar ini menggambarkan proses pendataan dan pengalokasian dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) di Indonesia, yang dimulai dari pengumpulan data di tingkat sekolah hingga pencairan 

dana oleh pemerintah pusat. Proses ini dimulai ketika sekolah-sekolah memasukkan data terkait jumlah 
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siswa dan informasi relevan lainnya ke dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang 

merupakan basis data nasional untuk pendidikan di Indonesia. Data yang diinput oleh sekolah kemudian 

digunakan oleh berbagai tim BOS di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk merekapitulasi jumlah 

siswa di wilayah mereka masing-masing. Setelah data siswa direkapitulasi, Tim BOS Pusat, yang 

bertanggung jawab di tingkat nasional, mengajukan usulan alokasi dana BOS untuk tiap provinsi. 

Usulan ini dikirimkan ke Kementerian Keuangan, yang kemudian akan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Keuangan sebagai dasar untuk menentukan alokasi dana BOS bagi tiap provinsi. Kementerian 

Keuangan menggunakan data yang ada di Dapodik untuk memverifikasi bahwa alokasi dana sesuai 

dengan jumlah siswa yang terdaftar. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) 

akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan alokasi dana BOS untuk setiap sekolah 

berdasarkan data siswa yang telah diverifikasi. Setiap sekolah akan menerima dana sesuai dengan 

jumlah siswa yang terdaftar, sehingga kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi secara adil dan 

merata. Dana BOS yang telah dialokasikan dikirimkan ke tiap provinsi, dan dari sana, dana tersebut 

disalurkan ke sekolah-sekolah yang berhak menerimanya. Alur tersebut dirancang agar transparansi dan 

akurasi dalam pengalokasian dana pendidikan, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan 

nasional yang merata dan berkualitas. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal 

berikut. Pertama, implementasi kebijakan sekolah gratis di SMKN Kabupaten Kutai Kartanegara dan 

menemukan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan akses pendidikan serta 

meringankan beban ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah, kendala yang signifikan masih ada 

pada problem internal dan eksternal. Salah satu temuan penting adalah bahwa masalah fasilitas, 

ketersediaan sumber daya, dan pengelolaan dana menjadi faktor penghambat yang serius dalam 

mencapai potensi penuh dari kebijakan sekolah gratis. Kendala-kendala ini belum banyak dibahas dalam 

penelitian sebelumnya, yang sering kali hanya berfokus pada manfaat langsung dari kebijakan sekolah 

gratis. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan mengungkapkan bahwa 

untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, perlu ada perhatian lebih terhadap aspek teknis dan 

manajerial dari pelaksanaan kebijakan ini. Kedua, penelitian ini menemukan adanya dampak pada 

penurunan motivasi belajar pada sebagian siswa dari keluarga mampu. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa kebijakan sekolah gratis, meskipun dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan secara 

merata, dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diantisipasi. Penurunan motivasi ini mungkin 

disebabkan oleh persepsi siswa bahwa pendidikan menjadi kurang berharga ketika tidak ada biaya yang 

terlibat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak mengalami kesulitan ekonomi. Temuan ini 

menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan untuk mengatasi dampak ini, sehingga program sekolah 
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gratis dapat benar-benar bermanfaat bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi 

mereka. 
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